Pendahuluan
Dalam era global seperti sekarang ini dunia seolah-olah tanpa batas (borderless), orang bisa berusaha dan bekerja di manapun tanpa ada halangan, yang penting dapat menghadapi lawannya secara kompetitif. Suatu hal yang sering dihadapi dalam situasi semacam ini adalah timbulnya sengketa. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa sengketa mulai dikenal sejak adanya manusia, di mana ada kehidupan manusia di situ ada sengketa. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari sengketa ini dapat berwujud sengketa antara sesama rekan bisnis, antarkeluarga, antarteman, antara suami dan istri, dan sebagainya.

Sengketa yang timbul dalam kehidupan manusia ini perlu untuk diselesaikan. Masalahnya, siapa yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut? Cara yang paling mudah dan sederhana adalah para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri sengketa tersebut. Cara lain yang dapat ditempuh adalah menyelesaikan sengketa tersebut melalui forum yang pekerjaannya atau tugasnya memang menyelesaikan sengketa. Forum resmi untuk menyelesaiakan sengketa yang disediakan oleh negara adalah “Pengadilan”, sedangkan yang disediakan oleh lembaga swasta adalah “Arbitrase”. Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan sering disebut juga dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau dalam istilah Indonesia diterjemahkan menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).[1]
2.   Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)
Istilah “alternatif” dalam APS memang dapat menimbulkan kebingungan, seolah-olah mekanisme APS pada akhirnya – khususnya dalam sengketa bisnis – akan menggantikan proses litigasi di pengadilan. Dalam kaitan ini perlu dipahami terlebih dahulu bahwa APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang berdampingan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Selanjutnya, APS lazimnya dilakukan di luar yurisdiksi pengadilan. Sama seperti istilah “pengobatan alternatif”, bahwa “pengobatan alternatif” sama sekali tidak mengeliminasi “pengobatan dokter”. Bahkan terkadang keduanya saling berdampingan. Begitu juga dengan APS dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat berjalan saling berdampingan. Oleh karena itu, para hakim tidak perlu khawatir dengan digunakannya mekanisme APS, pengadilan menjadi kurang pekerjaannya.

Ada beberapa pendapat mengenai APS atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Pertama, APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Kedua, APS adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan arbitrase. Hal ini mengingat penyelesaian sengketa melalui APS tidak dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan dalam forum pengadilan atau arbitrase, pihak ketiga (hakim atau arbiter) mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa. APS di sini hanya terbatas pada teknik penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta teknik-teknik penyelesaian sengketa kooperatif lainnya. Ketiga, APS adalah seluruh penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan tetapi juga tidak terbatas pada arbitrase, negosiasi, dan sebagainya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan APS termasuk juga penyelesaian sengketa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi berada di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan sebagainya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut paham bahwa arbitrase, di samping negosiasi, mediasi, dan konsiliasi merupakan bagian dari APS. Sedangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara implisit menganut paham bahwa arbitrase merupakan hal yang berbeda dengan APS sehingga judul undang-undang tersebut adalah Arbitarse dan APS.

Teknik atau prosedur teknis APS di luar pengadilan yang sudah lazim dilakukan adalah: negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Arbitrase merupakan cara yang paling dikenal dan paling banyak digunakan oleh kalangan bisnis dan hukum. Teknik negosiasi, mediasi, dan konsiliasi tidak dikenal di Indonesia. Namun, secara tidak sadar masyarakat Indonesia telah menerapkan mekanisme APS, yakni yang disebut musyawarah untuk mufakat. Asas musyawarah untuk mufakat telah lama dikenal dan dipromosikan oleh pemerintah sebagai suatu budaya bangsa Indonesia.

Meskipun APS tidak dianggap sebagai pengganti dari forum pengadilan, namun jangan dilupakan bahwa faktanya APS dianggap sebagai alternatif oleh mereka yang sangat kritis terhadap sistem peradilan Indonesia. Kelambanan proses perkara ( di Mahkamah Agung ) dilihat sebagai kelemahan dari sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah sebagai kelemahan dari sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah berpolitik, persengkokolan (KKN), dan tuduhan bahwa mereka bobrok atau rusak.

APS Tradisional
APS sebetulnya telah lama digunakan masyarakat tradisional di Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa di antara mereka. Mereka lazimnya menempuh musyawarah untuk mufakat dalam berbagai sengketa. Mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya musyawarah untuk mufakat adalah embrio dari APS. APS tradisional dianggap sangat efektif dan merupakan suatu kesalahan jika sengketa itu dibuka ditengah masyarakat. Dalam banyak sengketa, orang lebih suka mengusahakan suatu dialog (musyawarah), dan biasanya minta pihak ke tiga, kepala desa atau suku, untuk bertindak sebagai mediator (perantara), konsiliator, atau malahan sebagai arbiter. Metode APS tradisional biasanya dapat mencarikan suatu keputusan yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Permasalahannya, tradisi dan mekanisme musyawarah untuk mufakat yang hidup dalam masyarakat Indonesia belum secara langsung dikaitkan dengan hukum nasional. Artinya, “hukum adat” dan “hukum nasional” hidup dalam dunia yang berbeda. Sebagai contoh, BANI sendiri tidak menerapkan konsep APS tradisional. Pemahaman terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat itu sangat penting. Suatu hukum yang tidak mengakar ke dalam kebudayaan hukum masyarakat, biasanya tidak mudah mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, lebih baik memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat untuk memperoleh suatu pemecahan melalui hukum adat dan praktik kebiasaan. Begitu juga dengan pengembangan APS perlu diperkuat pengembangan musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih hidup dalam masyarakat, dan mengembangkannya menjadi metode APS yang bisa diterima secara nasional.

Perkembangan APS
Tidak bisa dipungkiri bahwa dewasa ini aspirasi untuk pengembangan APS semakin banyak, terutama dari masyarakat bisnis. APS memiliki beberapa keuntungan dan manfaat ketimbang penyelesaian sengketa di pengadilan. APS memungkinkan penyelesaian sengketa secara informal, sukarela, dengan kerjasama langsung antara kedua belah pihak, dan didasarkan pada kebutuhan atau kepentingan dari kedua belah pihak yang menuju pada pemecahan sengketa yang saling menguntungkan.

Dukungan dari masyarakat bisnis dapat dilihat dari klausul perjanjian dalam berbagai kontrak belakangan ini. Saat ini kaum bisnis Indonesia sudah biasa mencantumkan klausul APS pada hampir setiap kontrak yang dibuatnya. Contoh klausul APS yang tercantum dalam kontrak adalah :”Semua sengketa yang mungkin timbul antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, akan diselesaikan dengan musyawarah oleh para pihak dan hasilnya akan dibuat secara tertulis. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka para pihak sepakat untuk membawa perkaranya ke pengadilan”. Klausul ini merupakan perkembangan yang menarik dan akan mempercepat pengembangan APS di Indonesia.

            Faktor penting yang berkaitan dengan APS adalah kedudukan yang independen (mandiri) dan netral dari lembaga dan aparaturnya (mediator, konsiliator, arbiter). Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak mempunyai hubungan dengan lembaga hukum lainnya, terutama pengadilan. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap putusan arbitrase harus didaftarkan pada pengadilan.

APS di Indonesia
Sadar atau tidak APS sebenarnya sudah sejak lama dikenal di Indonesia. Lembaga-lembaga hukum adat sebenarnya melakukan APS yang berdampingan dengan forum pengadilan. Memang APS yang telah dikenal ini diartikan secara luas, yaitu bukan untuk menyelesaikan sengketa dagang atau bisnis saja, tetapi termasuk juga sengketa-sengketa lain. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Arbitrase yang juga mengatur tentang APS (Pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999) dimana pengertian APS harus diinterprestasikan sebagai penyelesaian sengketa khusus untuk bidang perdata (yang berkaitan dengan arbitrase).

Lembaga-lembaga APS yang telah dibentuk di Indonesia antara lain : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), Pusat Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia (P3BI), Indra (Prakarsa Jakarta). Berikut ini akan dibahas beberapa lembaga APS secara singkat.

a.       Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 
Melalui KADIN, BANI didirikan pada tanggal 3 Desember 1977. Menurut anggaran dasarnya, BANI berwenang menyelesaikan sengketa perdata antara pengusaha Indonesia atau asing. BANI juga berwenang untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat atau “binded advise”

Meskipun BANI berada di bawah naungan KADIN, tetapi masih tetap mandiri dan netral. Anggarannya sebagian besar berasal dari biaya yang dibayar oleh para pihak yang bersengketa. Biaya yang harus dibayarkan kepada BANI antara lain :

· Biaya registrasi sebesar Rp.250.000,-

· Biaya administrasi dan biaya pemeriksaan Rp.150.000,- sd Rp.250.000. Biaya arbitrase itu sendiri didasarkan pada nilai perkara berkisar dari 10 % (untuk perkara yang bernilai kurang dari Rp.50 juta) sampai antara 2 % dan 5 % (untuk perkara yang bernilai dia atas Rp. 750 juta)

BANI menangani penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase sebagai kelembagaan maupun arbitrase secara ad-hoc. Dalam bentuk pertama, para pihak yang berpekara memilih BANI dan peraturan mengenai prosedurnya. Sedangkan dalam bentuk yang kedua, para pihak dapat membentuk suatu tribunal, menunjuk seorang arbiter, dan membuat prosedur sendiri atau memilih untuk memakai prosedur BANI. Dari pendaftaran sampai dengan penyelesaian akhir perkara, biasanya dibutuhkan waktu dari 3 bulan  sampai dengan 6 bulan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, hanya beberapa perkara saja yang dibawa ke BANI, karena BANI hanya mampu menyelesaikan rata-rata 4 perkara setiap tahun atau 1 perkara setiap 3 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa beban pengadilan belum berkurang dengan adanya BANI, meskipun secara organisasional BANI terdapat sekitar 30 orang arbiter yang terdaftar dari berbagai latar belakang keahlian dan pengalaman.

Secara umum pranata penyelesaian sengketa alternatif dapat digolongkan ke dalam: 

a. Berdasarkan Proses Penyelesaian 

1. Konsultasi 

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan di dalam undang-undang No. 30 tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat keterkaitan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan.38 

Peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidak dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) yang selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh klien. 

2. Negosiasi 

Dalam bahasa sehari-hari kata negosiasi sering disebut dengan istilah “berunding” atau “bermusyawarah” sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif, disini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.
Pada umumnya proses negosiasi merupakan suatu proses alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat informal, meskipun ada kalanya dilakukan secara formal, tidak ada suatu kewajiban bagi para pihak untuk melakukan pertemuan secara langsung, pada saat negosiasi dilakukan negosiasi tersebut tidak harus dilakukan oleh para pihak sendiri. Melalui negosiasi para pihak yang berselisih atau bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan melalui suatu situasi yang sama-sama menguntungkan „win-win‟ dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran (concession) atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. 

3. Mediasi 

Mediasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan mediation adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi, sedangkan mediator adalah orang yang menjadi penengah.42 Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator atau terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain mediasi yaitu proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan. Lebih luas lagi mediasi akan dibahas pada bab berikutnya. Pihak ketiga yang netral sebagai fasilitator untuk mencapai perdamaian tertuang dalam alQur‟an, walaupun dalam konteks percekcokan suami isteri, firman Allah: 

4. Konsiliasi 

Konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.hal ini yang menyebabkan istilah konsiliasi kadang sering diartikan dengan mediasi.  Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi. 

5. Pemberian Pendapat Hukum 

Undang-undang no. 30 tahun 1999 juga mengenal istilah pendapat ahli sebagai bagian dari ADR, pemberian opini atau pendapat hukum dapat merupakan suatu masukan dari berbagai pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya.
6. Arbiterase 

Menurut undang-undang No. 30 tahun 1999, arbiterase adalah cara penyelesaian suatu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbiterase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 ayat (1)). Pada dasarnya arbiterase adalah perjanjian perdata dimana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi yang mungkin akan timbul dikemudian hari yang diputuskan oleh pihak ketiga atau penyeleasaian sengketa oleh seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang ahli di bidangnya secara bersama- sama ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan, tetapi secara musyawarah, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian dari kontrak. 

b. Berdasarkan Pada Sifat Kelembagaan 

1. Lembaga ad hoc 

Yaitu lembaga yang dibentuk secara khusus untuk menangani perkara suatu sengketa tertentu, lembaga ini tidak bersifat permanen dan akan bubar dengan sendirinya jika sengketa yang diserahkan untuk dimintakan penyelesaiannya, baik dalam bentuk mediasi, konsiliasi maupun arbiterase, telah diselesaikan atau dalam hal lain yang dikehendaki oleh para pihak yang mengangkat para mediator, konsiliator atau arbiter dan membentuk lembaga ad hoc ini. Lembaga ad hoc ini sering ditemukan dalam proses mediasi, meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk proses konsiliasi maupun arbiterase dipergunakan juga lembaga ad hoc ini. 

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif 

Sesuai dengan namanya lembaga ini adalah suatu institusi permanen yang memiliki aturan main yang telah baku, setiap pihak yang ingin dan meminta institusi ini untuk menyelesaikan sengketa harus tunduk sepenuhnya pada aturan main yang telah ditetapkan, kecuali ditentukan sebaliknya

Dasar  Hukum   Penyelesaian   Sengketa  Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Melalui Arbitrase On-Line

Transaksi secara elektronik dapat dilakukan atas dasar asas kebebasan berkontrak sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan.  Selain itu, sebuah perjanjian dianggap terjadi seketika setelah ada kata sepakat dari para pihak sesuai asas konsensualisme seperti tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, dalam hal ini kesepakatan itu terjadi melalui media elektronik yaitu internet, walaupun isi perjanjian secara keseluruhan belum ditegaskan dan tidak dibuat tertulis secara nyata tetapi hanya tertulis melalui dunia maya yaitu melalui bantuan internet sesuai bentuk dan macam kontrak yang hendak dibuat sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. 

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti tersebut pada ketentuan Pasal 1320 BW juga harus diberlakukan pada transaksi secara elektronik ini.  Syarat sah perjanjian ini sebagai   berikut :

1. kesepakatan para pihak

2. kecakapan para pihak

3. suatu hal tertentu

4. suatu sebab yang halal

syarat sah perjanjian termaksud juga memberi dampak secara hukum terhadap transaksi secara elektronik, artinya apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian yang disepakati dalam transaksi secara eletronik ini memiliki konsekuensi untuk dapat dibatalkan atau batal demi hukum sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Pada setiap transaksi tidak menutup kemungkinan terjadi persengketaan antara para pihak yang terkait dengan transaksi tersebut, Begitu pula pada transaksi perdagangan secara elektronik, antara pelaku usaha dengan konsumennya dapat saja terjadi sengketa.   Penyelesaian atas sengketa itu dapat diupayakan berdasarkan kesepakatan para pihaknya, biasanya upaya penyelesaian sengketa ini telah ditegaskan dalam perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen pada awal mula terjadi transaksi,  dengan demikian  tidak akan menimbulkan perbedaan keinginan dalam hal tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi, karena telah disepakati terlebih dahulu.  Pada kenyataannya, banyak perjanjian pada suatu  transaksi termasuk transaksi secara elektronik yang tidak menyepakati upaya hukum apa yang akan diambil seandainya terjadi sengketa, hal ini tentu akan menimbulkan kesulitan dalam menentukan upaya-upaya yang akan diambil untuk menyelesaikan sengketa tersebut, terlebih lagi pada transaksi perdagangan secara elektronik, para pihak tidak berhadapan langsung dan dimungkinkan berada di lokasi yang berjauhan, tentu akan menambah tingkat kesulitan penyelesaian sengketa yang terjadi.

Pada setiap sengketa perdagangan yang terjadi termasuk sengketa pada transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media internet, dapat diselesaikan baik secara litigasi (melalui pengadilan) maupun secara non litigasi (diluar pengadilan).  Secara litigasi suatu sengketa dimungkinkan dapat diselesaikan secara mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2003.  Apabila melalui cara mediasi tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, maka dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa melalui persidangan sebagaimana telah ditentukan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.  

Pada perkembangannya, penyelesaian sengketa perdagangan termasuk perdagangan secara elektronik (e-commerce) banyak dilakukan di luar pengadilan (non litigasi).  Pilihan tersebut dilakukan, karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinilai lebih efektif dan efisien dalam hal proses, waktu serta biaya serta dapat terjaga kerahasiannya.  Penyelesaian sengketa secara non litigasi dikenal dengan sebutan penyelesaian sengketa alternatif,  yang mana para pihak dapat memilih cara yang diinginkan dalam menyelesaikan sengketa ini.  Cara-cara untuk menyelesaikan sengketa secara alternatif  dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.  Di Indonesia penyelesaian sengketa alternatif seperti itu dapat dilakukan melalui suatu lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).  Cara-cara penyelesaian sengketa termaksud dilakukan berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah ditentukan pada  Pasal 6 Undang-Undang tersebut bahwa :

“(1)  Sengketa  atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para  pihak melalui  alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri.

(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.

(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas ) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif  penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

(5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

(6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan dalam waktu paling lama (30) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatnganan.

(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (tujuh) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.”

Salah satu cara penyelesaian sengketa yang banyak dilakukan pada sengketa perdagangan secara elektronik adalah melalui  arbitrase.  Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah  cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.  

Perjanjian arbitrase sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3)  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase  yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (pactum de compromittendo) atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).  Perjanjian tertulis ini maksudnya adalah segala tulisan yang dibuat dalam huruf besar atau huruf kecil, dalam hal ini tidak hanya  dokumen yang ditulis atau dicetak diatas kertas saja, tetapi juga termasuk dokumen-dokumen yang dibuat dan atau dikirimkan secara elektronik, termasuk perjanjian yang disepakati oleh para pihak pada transaksi secara elektronik, melalui media internet, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 3 huruf m Peraturan Prosedur BANI.  
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